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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan atau field reseach dengan
objek penelitian adalah Radio Suara Akbar Surabaya , dengan judul "Analisis Hukum Islam
dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian lklan di Radio Suara Akbar Surabaya”. Skripsi ini
ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu:
Bagaimana mekanisme perjanjian iklan di Radio SAS FM Surabaya? Dan bagaimana analisis
hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian Iklan di Radio SAS FM Surabaya?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan
teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka yang kemudian penulis melakukan analisis
dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang perjanjian iklan di Radio Suara
Akbar Surabaya. Setelah itu data yang didapatkan dianalisis menggunakan pendekatan
Hukum Islam dan Hukum Positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif yaitu
dengan meletakan norma hukum Islam dan hukum positif sebagai rujukan dalam menilai
fakta-fakta khusus dan implementasinya antara Radio Suara Akbar Surabaya dengan client.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme perjanjian iklan di radio
SAS FM Surabaya dengan pengiklan yakni Yayasan Dana Sosial Al Falah atau YDSF secara
prosedur tidak ada masalah, namun secara praktik terdapat adanya wanprestasi atau ingkar
janji yang dilakukan oleh radio SAS FM dengan sebab adanya kelalaian penyiar untuk
memanage waktu sehingga iklan tersebut tidak dapat diputar sebagaimana kesepakatan
yakni tepat pada time signal radio SAS FM Surabaya, selain itu adanya pemadaman listrik
yang tidak menentu, serta terjadi rusaknya pemancar pada waktu yang tidak bisa diduga.

Perjanjian Tklan radio SAS FM Surabaya menurut hukum Islam terdapat syarat-
syarat yang tidak dipenuhi dan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pihak
pengiklan YDSF yaitu tidak diputarnya iklan tepat pada time signal. Adapun menurut
hukum positif juga menimbulkan kerugian kepada pihak yang melangsung iklan, sehingga
pihak pengiklan dapat menuntut yang namanya ganti rugi baik berupa materi ataupun
kerugian biaya.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah memasuki pasar bebas, dimana produk-produk dari luar
negeri akan dengan mudah keluar masuk ke Indonesia. Adapun dampak dari pasar bebas
terhadap barang-barang produksi dalam negeri yaitu harus bersaing dengan produk-
produk dari luar negeri dengan cara menciptakan suatu produk yang berkualitas namun
dengan harga yang bersaing. Selain kualitas barang, yang tak kalah penting adalah

promosi.

Promosi menjadi hal wajib bagi perusahaan untuk mepopulerkan produknya.
Baik melalui media cetak maupun elektronik seperti televise dan radio. Agar sebuah
promosi iklan dapat berjalan dengan baik, maka perulah dibentuk suatu peraturan
mengenai hak dan juga kewajiban para pihak yang menayangkan iklan tersebut dalam

sebuah perjanjian, yang dalam praktiknya disebut dengan perjanjian iklan.

Perjanjian iklan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, melainkan
diatur secara umum dalam pasal 1319 KUH Perdata yang membagi perjanjian secara
garis besar ke dalam dua katagori yaitu perjanjian bernama atau nominaat, yaitu
perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh undang-undang dan perjanjian
tidak bernama atau innominaat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata,
namun tumbuh di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian tidak bernama tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik pada berbagai macam

kehidupan dan tergantung pada para pihak yang membuatnya.

Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar

mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan,



sehingga mereka tertarik akan membeli produk tersebut. Menurut Prof. Basu Swastha
dan Irawan dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Marketing, promosi adalah arus
informasi atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seorang atau organisasi terhadap

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.’

Menurut Kusmono, definisi promosi adalah usaha yang dilakukan pasar untuk
mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran.” Sedangkan
menurut Sistaningrum, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam
mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau
melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan, saat ini atau di masa yang akan

datang.’

Adapun alat yang digunakan dalam promosi terdiri dari Periklanan
(Advertising), Promosi Penjualan (Sales Promotion) dan Pemasaran Langsung (Direct
Marketing). Dalam upaya memasarkan dan memperkenalkan suatu produk kepada
masyarakat luas selaku konsumen, salah satu caranya adalah dengan melalui iklan.
Sebab, iklan merupakan alat yang efektif dalam memperkenalkan suatu produk kepada
masyarakat. ITklan merupakan sarana bagi produsen untuk menarik minat konsumen
akan barang atau jasa yang diproduksinya. Bagi pihak konsumen sendiri, iklan
merupakan pemberitahuan akan barang yang dibutuhkannya dan konsumen juga dapat

menjatuhkan pilihan terhadap barang-barang yang menurut mereka paling baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan adalah berita atau pesan

untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang

! Swastha, Basu dan Irawan, Asas-asas Marketing, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 349.
* Kismono, Gugup, Pengantar Bisnis, Edisi I, Cetakan I, (Yogyakarta: BPFE, 2001), 374.
? Sistaningrum, Manajemen Promosi Pemasaran, (Jakarta: Index, 2002), 98.



ditawarkan; pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual,

dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum.

Sedangkan pengertian dari promosi penjualan adalah menurut /nstitute of Sales
Promotion in England. Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang
digunakaan untuk mencapai sasaran-sasaran penjualan atau pemasaran dengan
menggunakan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk atau
jasa baik kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi

dalam jangka waktu tertentu.’

Menurut Suyanto, pengertian direct marketing atau pemasaran langsung adalah
sistem pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan
menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara. Untuk

menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi.’

Agar dapat beriklan di media massa, perusahaan harus membuat perjanjian iklan
supaya dapat dimuat sebagaimana mestinya. Media massa yang digunakan dalam

beriklan bisa berupa koran, televisi, radio, dan lain seagainya.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 13
13 adalah adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum

antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan ,

* https://dhanialfirdaus.wordpress.com/2008/11/06/definisipengertian-promosi-fungsit ujuan-bauran-promosi-
promotional-mix-produk/ Diakses pada hari Selasa, 27 Maret 2018 pukul 07.47 WIB.
> M. Suyanto, Marketing Strategi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2007), 219.



https://dhanialfirdaus.wordpress.com/2008/11/06/definisipengertian-promosi-fungsitujuan-bauran-promosi-promotional-mix-produk/
https://dhanialfirdaus.wordpress.com/2008/11/06/definisipengertian-promosi-fungsitujuan-bauran-promosi-promotional-mix-produk/
https://dhanialfirdaus.wordpress.com/2008/11/06/definisipengertian-promosi-fungsitujuan-bauran-promosi-promotional-mix-produk/

kewajiban masing-masing pihak.® Sedangkan dalam hukum Islam, perjanjian disebut

dengan akad yang secara etimologi berarti menyimpulkan. ’

Hal ini diperjelas dalam Q.S An-Nahl: 91:

;,.g .L a..b\ V.A.ng— .,sz LAJM§}; vkx.) ;)\.,C.).“ \j,\p__sz..\_; Yj a(‘{:\A\..O \> d&)‘ /.L.a@_;:s ‘}533

d}l.x.&z.; s .'.l.x.; A.\) :)

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya,
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu
itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.®

Adapun di dalam Q.S Al-Maidah:1 yaitu

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.’

Adapun syarat sah dalam perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah
memenuhi 4 (empat) syarat komulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut

antara lain'®

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang

membuat.

% Kitab Undang-Undang Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 338.

" Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, t.th), 274.
® Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Jabal), 227.

® Ibid, 106.

O%itab Undang-Undang Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 339.



2. Perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi
yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena

kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang
dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,
yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka yang telah berusia 21 tahun,
sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal
pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan
suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan

perbuatan hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 1330 KUH Per jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330
jo. Pasal 433 KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk
melakukan perbuatan hukum tc..entu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh

pengadilan.

4. Suatu hal tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang

diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

5. Suatu sebab yang halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab

yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu :

a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan

c. Tidak bertentangan dengan undang-undang.



Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan
syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian,
sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai
objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-
syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas
permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak
bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan,
bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi
hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah

ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas penulis ingin lebih mendalami tentang
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positit Terhadap Perjanjian Iklan di Radio SAS FM
Surabaya, sebab penulis menemukan suatu kejanggalan ten.tang perjanjian iklan yang

telah disepakakati melalui MoU, namun terdapat kelalaian di dalamnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Adapun indentifikasi masalah yang didapat adalah

a. Mekanisme Perjanjian Iklan di Radio SAS FM Surabaya

b. Teknis penetapan bentuk iklan di Radio SAS FM Surabaya

c. Kesesuaian antara teori dan praktik Perjanjian Iklan di Radio SAS FM
Surabaya

d. Pandangan Hukum Islam terhadap Perjanjian Iklan di Radio SAS FM
Surabaya



e. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio SAS FM
Surabaya

2. Dari beberapa masalah yang tercantum adalah bersifat umum, sehingga perlu
adanya batasan masalah supaya lebih sitematis dalam penulisan, maka penulis

memberikan batasan yaitu
a. Mekanisme perjanjian iklan di Radio SAS FM Surabaya

b. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Iklan di Radio

SAS FM Surabaya
C. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, penulis ingin mendalami dan mengkaji

tentang:
a. Bagaimana mekanisme perjanjian iklan di Radio SAS FM Surabaya?

b. Bagaimana analisis hukum Islam dan hokum positif terhadap perjanjian Iklan di

Radio SAS FM Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya'' menuntun peneliti dalam menujuarah dan pembentukan teoritis

dan mengklarifikasi ide penelitian yang akan dilakukan.'?

' Zainal Arifin, Metode Penelitian Pendekatan, (Surabaya: Lentera Cendelia, 2008), 42.
"2 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian-Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah
demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Y ogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.



Penelitian yang penulis buat kali ini belum pernah diteliti oleh akademisi
utamanya di tingkat strata satu (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebagai perbandingan, penulis menemukan beberapa
penelitian yang sedikit berkaitan tapi memiliki substansi yang berbeda dengan judul
skripsi ini, yaitu: Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di
Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, dan Analisis Hukum

Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Pranikah Pasca Perkawinan.

Skripsi pertama, disusun oleh Chusnul Khotimah Sedangkan skripsi yang kedua,
disusun oleh Anisya Nor Azizah. Pada skripsi pertama, membahas tentang hukum
perjanjian perkawinan yang diharuskan dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh
mempelai laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan dimulai. Jadi, secara substansi,
skripsi yang dibahas penulis berbeda dengan dua skripsi perbandingan sebagaimana
telah dikemukan tersebut. Walau memang, ada kemiripan pembahasan; akad dan atau
perjanjian.” Sedangkan dalam skripsi yang kedua, membahas tentang perjanjian yang
menimbulkan hak untuk dimiliki yang diberikan tergantung pada adanya perjanjian

tersebut.'*

Dari pemaparan di atas, penulis meyakinkan bahwa penelitian ini tidak sama
dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian ini lebih kepada perjanjian yang
terjadi di antara client (perusahaan, lembaga, instansi, yayasan, dan lain sebagainya)

dengan media massa yang berupa Radio Suara Akbar Surabaya —SAS- FM.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah:

" Chusnul Khotimah, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Pranikah Pasca Perkawinan,
(Surabaya, 2015)

'* Anisya Nor Azizah, Analisis Hukum Islai Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa Sungai
Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, (Surabaya, 2017)



a. Mengetahui dan memahami tentang mekanisme perjanjian iklan di Radio SAS

FM Surabaya

b. Mengetahui dan memahami tentang hokum Islam dan hokum Positif terhadap

perjanjian iklan di Radio SAS FM Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis bagi dari hasil penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, agar mengetahui dan memahami tentang mekanisme perjanjian
iklan di Radio SAS FM Surabaya, sehingga dapat dijadikan refrensi oleh

pembaca yang ingin beriklan di radio tersebut.

b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat yang
meliputi pemilik perusahaan, pemilik saham, pemilik radio, civitas akademika

dan mereka yang membutuhkan panduan perjanjian dalam beriklan.

c. Manfaat lain dari penulisan skripsi ini, bisa dijadikan refrensi untuk penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan perjanjian, iklan, dan radio.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya FM. Untuk mendapatkan gambaran
lebih jelas dari judul penelitian ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah di

bawah ini:

1. Hukum Islam adalah suatu peraturan Islam yang dijadikan pedoman kehidupan

umat Islam, berupa Al-Qur'an dan Hadist yang berisi ketentuan-ketentuan



perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim khususnya tentang

perjanjian.

2. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat
ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh
atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Misalnya,
hukum perdata yang menggunakan acuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
atau KUHPer, pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
menyatakan bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih'

3. Perjanjian Iklan Radio adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang
dibuat oleh dua belah pihak yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang
tersebut dalam persetujuan tersebut sebagaimana pengertian dalam kamus besar
bahasa Indonesia yang berisi pesan yang menawarkan suatu produk yang
ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media, dalam hal ini adalah radio.

Adapun pengertian

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



radio yaiu teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara
modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang
ini melintas, dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang
angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium
pengangkut (seperti molekul udara).'® Maka, yang dimaksud dengan Analisis
Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio adalah suatu
persetujuan yang terlutis maupun dengan lisan yang memuat iklan dan disiarkan

melalui radio.
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang
memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Radio SAS FM Surabaya)
dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Penulis mengambil
penelitian ini, dikarenakan penulis menemukan sesuatu hal tentang praktik

perjanjian yang tidak sesuai dengan teori hokum Islam juga hokum Positif.

Adapun objek dari penelitian penulis adalah orang, perusahaan, surat

perjanjian atau MoU (Memorandum of Understanding).
2. Datayang Dikumpulkan

Sebagaimana telah dicantumkan dalam rumusan masalah sekaligus melihat

dari tujuan dari penelitian ini yang sudah ditulis di atas, maka penulis

' https://id.wikipedia.org/wiki/Radio diakses pada hari Kamis, 02 Oktober 2017 pukul 18:37 WIB di
McDonald's Plaza Marina Surabaya



https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio

mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi berupa perjanjian iklan,
rate atau harga pemasangan iklan, syarat perjanjian, waktu perjanjian, pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan isi dari perjanjian
3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui sumber primer dan

sumber sekunder;
a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dan
dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan
pengamatan dan wawancara.'” Sumber data yang utama yaitu data yang
didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait
dalam proses pelaksanaan perjanjian iklan di Radio SAS FM seperti,

manager, staf admin, dan crew lainnya.
b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder
merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data
primer, mengingat data primer merupakan data praktik dalam lapangan.'®
Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian

hukum Islam dan hukum positif maka penulis menempatkan sekunder data

yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder.

17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,201 3),106.
'8 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 33.



Adapun buku-buku atau literatur yang menjadi

sumber data sekunder dalam skripsi ini meliputi:

1. Swastha, Basu dan Irawan. Asas-asas Marketing.

2. Kismono, Gugup, Pengantar Bisnis, Edisi I, Cetakan |

3. Sistaningrum. 2002. Manajemen Promosi Pemasaran.

4. Kitab Undang-Undang Perdata

5. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia

6. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum

7. Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah

8. Qomarul huda, Figh Muamalah

9. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat

10. Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara
Data yang sudah dikumpulkan di atas kemudian diolah. Dalam
hal ini penulis menggunakan teknik wawancara yaitu suatu bentuk
komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna

memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada



subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna
mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan
laporan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan manager, staf

admin, dan crew lainnya.
Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, schingga akan diperoleh data yang lengkap.'® Dokumentasi ini
merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan yang dapat bersumber
dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnnya.*’
Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis,seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.”’ Dari studi
dokumentasi ini, penulis mendapatkan bagaimana prosedure perjanjian iklan

yang ada di Radio SAS FM Surabaya.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya

a. Organizing yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah

diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga

memperoleh gambaran Perjanjian Iklan di Radio SAS FM Surabaya.

' Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta ,2000), 158.
2% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya:Airlangga University press, 2001),

152-153.

! Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.



L.

b. Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi
pustaka, dokumen, wawancara, dan kuensioer, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas

tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

c. Analyzing yaitu menganalisis data yang telah tersusun secara sistematis

untuk memperoleh kesimpulan tentang Perjanjian Iklan di Radio SAS FM Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data disini menggunaan deskriptif komparatif yaitu suatu penelitian
yang bersifat membandingakan serta mengatur secara sistematis bahan hasil
wawancara dan dokumentasi, kemudian menafsirkannya dan mengahasilkan
suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru, yang kemudian disebut
dengan hasil temuan (findings) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah
data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat deduktif
yakni, mulai dari fakta, realita, gejala, masalah, yang diperoleh melalui observasi
umum, kemudian peneliti membangun pola khusus, yang berarti pola deduktif ini

bertitik tolak dari yang umum ke khusus.

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan
sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang
telah ditemukan terkait perjanjian iklan menurut hukum positif yaitu KUHPer
Indonesia dan Hukum Islam yang penulis ambil dari Al-Qur'an dan Hadist.
Tentunya dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan

masalah yang telah ditentukan sehingga menjadi sistematis dan lebih terarahkan.

Sistematika Pembahasan



Dalam penelitian skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis

dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan
selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang
landasan teori perjanjian, perjanjian menurut Islam dan dalam hukum positif yang
merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi pengertian perjanjian,
syarat perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian dan konsekuensi terjadinya

wanprestasi dalam perjanjian baik dalam hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab ketiga, berisi perjanjian iklan beserta gambaran umum tentang Radio
SAS FM Surabaya, isi perjanjian iklan yang disepakati oleh para pihak, dan implikasi

hukum perjanjian iklan oleh para pihak.

Bab empat, berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap

perjanjian iklan di Radio SAS FM Surabaya.

Bab kelima, penulis sampaikan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan
dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai

pertimbangan yang penulis rasa perlu untuk di amati.



BABII
KONSEP PERJANIJIAN IKLAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. PERJANJIAN
1. Definisi Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian sering disebut dengan akad. Kata akad
berasal dari kata al-‘agd, yang berarti mengikat, menyambung atau
menghubungkan.! Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti
ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (/Zissyy) maupun tidak nampak
(ma’nawy).> Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata al-‘Agd, bentuk
masdar adalah kata ‘Agada dan jamaknya adalah a/- ‘Ugudyang berarti perjanjian
(yang tercatat) atau kontrak.’ Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau
transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai

syariah.
Secara terminologi figh , akad didefinisikan dengan:

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan
ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek

perikatan.

Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya
bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak

dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya,

' Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.
? Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub. al-Qamus al-Muhit, jilid 1.
(Beirut: D Jayl), 327.
> A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),953..



kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan
orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan",
maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang

melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Dalam istilah figh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti
wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli,

sewa, wakalah, dan gadai.4

Secara khusus akad berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab
qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Dalam akad
biasanya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai

dengan ijab qabul.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang
dikemukakan Al-Sanhury, akad berarti perikatan ijab dan gabul yang dibenarkan
syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.” Adapun Jama' Al-Uquud,

memiliki arti tersendiri mengenai perjanjian, yakni;
a. Mengikat atau A/-Rabith
b. Sambungan atau A/-Agd’

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad

paling tidak mencakup:®

a) Perjanjian atau A/-Agd

4 Ascarya, Akad dan produk bank syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 35
> Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia,(Jakarta: Kencana, Cet Ke-4, 2007), 11
6 Qomarul huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011),26.



b) Persetujuan dua orang atau lebih
c) Perikatan atau A-Agd

Akad merupakan sebuah perikatan antara ijab dan gabul dengan cara
yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada
objeknya. Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basir mendefinisikan akada sebagai

berikut:’

Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan
syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah
pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul

adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Abdul Aziz Muhammad Azzam berkata: ,setiap apa yang diikatkan
oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan secara wajib, atau
diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, maka maksudnya
adalah iltizam (mengharuskan) untuk menunaikan janji yang telah disepakati

oleh kedua belah pihak.®

Adapun yang menjadi sumber utama 7/tizam adalah:
a. Akad yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan.
b. Kehendak sepihak, yaitu keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu.

c. Perbuatan yang bermanfaat, seperti menolong orang yang membutuhkan

pertolongan.

7 Ahmad Azar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000),

65.

¥ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 16.



d. Perbuatan yang merugikan, seperti ketika merusak barang milik orang lain,

yang merusak wajib mengganti barang tersebut.’
2. Definisi Perjanjian dalam Hukum Positif

Perjanjian berasal dari bahasa inggris yaitu contracs, sedangkan dalam
bahasa belanda disebut dengan overeenkomst. Suatu perjanjian adalah semata-
mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan tersebut
merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi
kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pembelian kredit,
asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk

juga menyangkut tenaga kerja.'’

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan
menurut terminology adalah suatu perbuatan dimana seseorng mengikatkan
dirinya kepala seseorang ataupun beberapa orang lain.'' Adapun menurut
Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang
atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam

lapangan harta kekayaan.'”

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -KUHAPer-
masuk dalam buku III, yang memiliki pengertian dalam pasal 1313 KUHPer
yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan

° Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 82.

' Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1980), 93.

" Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:Kencana, 2008), 221.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990),78.



hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamya

terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan menurut R. Setiawan, rumusan di atas selain tidak lengkap
juga masih sangat luas. Tidak lengkapnya rumusan tersebut sebab hanya
menyebutkan persetujuan sepihak saja, kemudian sangat luas sebab
menggunakan perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan
pebuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu maka perlu adanya perbaikan

mengenai definisi tersebut, yaitu:'

a. Perbutan harus diartikan sebagai perbuatan melawan hukum,
yaitu perbutan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat

hukum.

b. Menambahkan perkataan “atau  saling mengikatkan  dirinya”
dalam pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga perumusannya menjadi:
"Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih.'*

Selanjutnya, pengertian perjanjian ditemukan dalam rerensi lain, yaitu
menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatuhal. '’

" Johannes Ibrahin, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan,(Bandung: PT Refika Aditama,

2004), 29.
" Ibid, 30

15 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), 1.



B. Dasar Hukum Perjanjian Islam
a. Al-Qur'an

Definisi Al-Qur'an menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah kalamullah
yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada hari Rosulallah SAW, Muhammad
bin Abdullah, ditulis dengan bahasa Arab dan artinya yang benar agar menjadi
hujjah atau dalil bagi Rosulallah, bahwa beliau merupakan utusan Allah SWT
dan dapat digunakan sebagai petunjuk umat manusia yang menunjukan Hidayah-
Nya, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya.
Disusun dalam mushaf yang dimulai dari Surat Al-Fatihah dan ditutup dengan
Surat An-Nas, diriwayatkan secara mutawwatir, baik secara tulisan maupun
secara ucapan, dijaga langsung oleh Allah SWT dari perubahan dan penggantian,

firman Allah SWT yang benar.'®

Perjanjian dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Al-Maidah: 1

I P Tes L W& PR TR - bio. 8 % I A.F 8T .8 P X
s }iﬁu LhEL e Yl V) Aa g ;Q EdsTe 5eanl 19550 19207 2, A0V LG5T &
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;;..X_J./J,:a. » - S\ d}ng.} \.'.,...a 9 :)‘f:"*a- (3

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.

Q.S Ali Imron: 76

@, Soa . 44 %8 PPN S
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Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa.

16 Mardani, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 35.



Q.S Al-Baqarah: 275

s, &MJ\ SRS ER NPV FEAAECRINTON A ] 0515%

<35 5a dleds dals 52303 g-;;j AR IR EN T JM CMM (3 s}m Ju
ERES VWP A RIP 2,15 5 a5 &1 )
f-»Oj.L;SL;-

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melaikan seperti

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka
berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang memakan harta riba,
tidak sekali-kali mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat nanti, melainkan
seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapatkan tekanan penyakit dan setan

memasukinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu

sangat buruk.

Q.S An-Nisa: 29
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

b. As-Sunnah

Sunnah menurut Abduh Wahhab Kallaf adalah segala sesuatu yang

disandarkan kepada Rosulallah SAW baik berupa perkataan ataupun perbuatan



ataupun ketetapan.'” Adapun sunah Rosulallah mengenai akad, ada dalam hadist
dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau
mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma.

Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu “alaihi wasallam bersabda :
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“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh
melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli
khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim)."®

c. Alljtihad

Ijtihad menurut Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin
Zakaria Al-Anshari adalah seorang fagih yang mengerahkan kemampuannya
untuk menghasilkan sesuatu dari dalil dzann." Adapun produk dari ijtihad para

ulama adalah sebagai berikut;

1) Figh yang merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat

amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.
2) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah
3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI)

C. Syarat Terjadinya Perjanjian

7 1bid, 48.

'® Shohih Al Bukhori,

Program Maktabah As Samilah Edisi II Jilid 3, 84.
! Mardani, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 39.



1. Syarat Terjadinya Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang
sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukan dan syarat akad. Syarat akad

dibedakan menjadi empat macam yaitu :*°
a. Syarat Terbentuknya Akad (Syuruth Al-In'igad)

b. Syarat terjadinya sebuah akad dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat umum
dan syarat khusus.Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang
harus ada pada setiap akad, seperti; orang yang berakad, objek akad
mencakup adanya manfaat dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud
dengan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada bagian
akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat adanya

transaksi berupa penyerahan barang atau objek akad.
c. Syarat Keabsahan Akad (Syuruth Ash-Shihah)

Dikutip dari Prof.Dr. Fathurrahman Djamil, menurut ulama' Hanafi,

syarat sahnya akad adalah apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:*'

1. Al-jahalah adalah tidak adanya kejelasan harga, jenis, dan spesifikasi,

serta waktu pembayaran.
2. Al-ikrah yaitu keterpaksaan
3. Attauqit yaitu pembatasan waktu

4. Al-ghararyaitu unsur ketidak jelasan

20 Mardani , Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.
21, .
Ibid, 53



5. Al-syarthu Al-fasid yaitu adanya syarat yang rusak
d. Syarat berlakunya akibat hukum akad (Syuruthan Nafadz)

Syarat yang dimaksud di sini adalah berlangsungnya akad tergantung

pada izin orang lain dengan memberlakukan syarat:

1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk

mengadakan akad, baik secara langsung maupun diwakilkan.
2) Adanya hak orang lain di dalam barang atau jasa.
e. Syarat mengikatnya akad (Syuruth Al-Luzum)

Dalam syarat ini, apabila terjadi akad baru maka mempunyai kekuatan
yang mengikat dan terbebas dari Hak Khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi
penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang

telah dilakukan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad

itu ada 4 (empat), yaitu:**
1) Para pihak yang membuat akad (Al-Aqidaani)
2) Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul Al-Aqd)
3) Objek akad (Mahalul Al-Aqd)
4) Tujuan akad (Maudhu' Al-Aqd)

2. Syarat Terjadinya Perjanjian Menurut Hukum Positif

2 Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007),hal, 95.



Syarat perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata, ada 4

(empat) yaitu:23

a. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

c. Adanya suatu sebab tertentu

d. Adanya sebab yang dihalalkan

Pasal 1320 tersebut merupakan pasal yang sangat familiar karena di
dalamnya menerangkan syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu
perikatan. Syarat-syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian
atau biasa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri

serta isi perjanjian tersebut bisa dikatakan sebagai syarat objektif.**

Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan diatas adalah persesuaian
kehendak antara para pihak, yait bertemunya antara penawaran dan penerimaan.
Kesepakatan tersebut dalam dicapai dengan bebagai macam cara, baik secara
tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis ini bukan lisan, sebab
perjanjian dapat saja terjadi dengan tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi
dengan hanya menggunakan symbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak

lisan.”

Selanjutnya mengenai kesepakatan bertindak dalam hal ini adalah

kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan

R Subekti & R. Tjitrosubio, Kibat Undang-Undang Huku Perdata, (Jakarta: PTPradnya Paramita, cet 31,

2001), 339.

** Ahmadi Miru. Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014y, 67.

% Ibid, 67.



hukum sendiri adalah yang akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang
telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap serta berwewenang
untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dinyatakan telah dewasa.
Dewasa dalam hal ini adalah orang yang telah berusia 21 tahun dan atau sudah
kawin.”® Bisa juga orang cakap ditandai dengan dicapainya usia 21 tahun atau
telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Jadi dalam hal ini
dapat disimpulkan bahwa janda ataupun duda tetap dianggap cakap meski

usianya belum mencapai 21 tahun.

Sedangkan objek perjanjian itu sendiri adalah prestasi atau biasa disebut
dengan pokok perjanjian. Prestasi dalam hal ini adalah suatu hal yang menjadi
kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.”” Misal saja dalam kasus

ini disebut client dan pihak radio.

Yang terakhir mengenai sebab yang dihalalkan. Kata halal yang
dimaksud dalam pembahasan ini bukan untuk memperlawankan dengan kata
haram sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam, akan tetapi halal di sini
adalah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan

ketertiban umum.®

D. Asas-asas Perjanjian Menurut Hukum Islam

Asas berasal dari bahsa Arab yakni asasun yang berarti dasar, basis, dan

fondasi. Secara terminology asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan

2 Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, hlm. 34

Y Ibid
2 Ibid



berpikir atau berpendapat.” Istilah lain yang meiliki arti sama dengan asas adalah
prinsip atau yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan
sebagainya.”® Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan
kata hukum adalah kebenaran yang dipegunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan

pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.’!

Dalam perjanjian syariah, terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi
penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut dapat diklasifikasi
menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan
asas-asas perjanjian yang berakhibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas

perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:
1) Asas Ilahiyah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari

ketentuan Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Hadid:4
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Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:
Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke
dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit
dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu
berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

» Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

70.

30 130

Ibid. 896.
3! Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar l[Imu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan
ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 50-52.



Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan
lepas dari nilai-nilai kehidupan. Oleh sebab itu manusia memiliki tanggug
jawab penuh akan hal ersebut. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung
jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Adapun akibat
dari penerapan asas ini adalah menusia tidak akan berbuat sekehendak hati

karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.*

2) Asas Kebolehan atau Mabda al-Ibahah

Dalam asas ini terdapat kaidah fighiyah yaitu
Ji ) A2y 5 Sad) cSeall L hk b el

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.” Maksud dari kaidah ini adalah
ahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual
beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan Musyarakah),
perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti
mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.*

Adapun hadist riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-
apa yang dihalalkan Allah SWT adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan
Allah SWT adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan.
Maka terimalah dari Allah SWT adalah pemaaf-Nya. Sungguh Allah SWT itu

tidak melupakan satupun.™

Hadist riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka

*> Muhammad Syakir Aula (2004). Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan

Sistem Operasional, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press), him. 723-727

3 Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang
Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. h. 128-137.

* Ibid.



3)

** |bid, him. 59

jangan kami sia-siakan Dia dan Allah SWT telah memberikan bebrapa batas,
maka janganlah kamu langgar Dia, dan Allah SWT telah mengharamkan
sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan Dia, dan Allah SWT telah

mendiamkan beberapa hal, mjanganlah kamu perbincangkan Dia.*

Kedua hadist di atas menunjukan bahwa segala sesuatunya adalah
boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan tersebut dibatasi sampai terdapat
suatu hukum yang melarangnya. Hal tersebut berarti Islam memberi
kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk
ataupun beragam transaksi baru ssuai dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyrakat.
Asas Keadilan

Dalam Q.S Al-Hadid: 25 yang berbunyi
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul. Kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan
keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan
besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan

rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Kuat lagi Maha Perkasa.

Selain itu disebutkan pula dalam Q.S Al-A'raf: 29 yang berbunyi
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Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan
sembahlah  Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.
Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah
kamu akan kembali kepada-Nya)".

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk
berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi

perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.*
4) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang
lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan
dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya
saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.
Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban
masingmasing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.’’ Tidak
diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.
Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan
warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat: 13 disebutkan yang

berbunyi,
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

3% Gemala Dewi , Hukum Perikatan, 2006, 33.
7 Ibid. him. 32-33



5)

6)

* |bid, him. 37
* bid.

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.

Asas Kejujuran dan Kebenaran atau Ash-Shidiq
Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak

legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.38

QS.alAhzab:70 berbunyi,
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Artinya: Hai orang—orang yang beriman,bertaqwalah kamu kepada
Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Suatu perjanjian dapat dikatakan
benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian
dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang
mendatangkan madharat dilarang.

Asas Tertulis atau Al Kitabah

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat

dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.*
Dalam Q.S Al-Baqarah: 282-283 yang berbunyi,
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu
itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.



Dalam dua ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT
menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis,
dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan
perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu
perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda

sebagai jaminannya.
7) Asas Iktikad Baik atau Asas Kepercayaan

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
yang berbunyi, Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas
ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus
melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan

perjanjian.
8) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang
dilakkan harus mendaangkan kemanfaatan dan kemashlahatan baik bagi para
pihak yang mengikat diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar
meskipun tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.** Asas
kemanfaatan dan kemashlahatan tersebut sangat relevan dengan tujuan hukum
Islam secara universal. Adapun para filosof di masa lampau yaitu Al-Ghazali dan

Asy- Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an

*© M.Tamyiz Muharrom , Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM, dalam Al
Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003,(Yogyakarta: Program Studi Syari’ah FIAI UII, 2003)



dan Al-Hadist sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan mashlahat yang
dimaksudkan memenuhi dan melindugi lima kepentingan pokok manusia yaitu
melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta

harta kekayaan.
9) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan atau Mabda' Ar-Rada'iyyah

Di dalam Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang
dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing
pihak tidak diperbolehkan maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang
bathil.*' Asas tersebut terapat juga dalam hadist riwayat Ibn Hibban dan Al-

Baihagi yang artinya: Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan atau ridha.**

Selain itu asas tersebut dapat dilihat pula dalam pasal 1320 ayat 1
KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme
merupakan asas yang menytakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak

diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah

* Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250.

2 Tbid.



pihak yang merupakan oersesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat

oleh kedua belah pihak.
10) Asas Kebebasan Berkontrak atau Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan
suatu perikatan atau perjanjian. Bentuk da nisi perikatan tersebut ditentukan
oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya. Maka perjanjian
tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan dilaksanakan segala hak
dan kewajibannya. Namun kebebasan tersebut tidak absolut artinya sepanjang
tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perjanjian tersebut boleh
dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil, syariat Islam memberikan
kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang

diinginkannya tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.*
11) Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya:
"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian atau klausul-
klausul mereka, kecuali perjanjian atau klausul yang mengharamkan yang halal

atau menghalalkan yang haram.**

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang
melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama
pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai
peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikat diri dalam

perjanjian.

* Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah, 249.
* Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim.



12) Asas Keseimbangan Prestasi

Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.*’ Dalam hal tersebut
dapat diberikan illustrasi saat kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut
prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk

melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
13) Asas Kepastian Hukum

Asas ini secara umum terdapat dalam kalimat terakhir Q.S Al-Isra": 15

yang berbunyi,
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Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan
barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang
lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Selanjutnya di dalam Q.S Al Maidah:95 yang berbunyi,
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh
binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan
dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke
Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-
orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,

* Syamsul Anwar (2006). Kontrak dalam Islam ..., hlm. 12.



supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah
memaatkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi
mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Dari ayat di atas dapat dipahami Allah SWT mengampuni apa saja
yang terjadi di masa lalu. Dan dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa
asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun yang dapat dihukm
kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan

berlaku untuk perbuatan tersebut.*®

Asas kepastian hukum tersebut terkat dengan akibat perjanjian.
Dalam hal tersebut hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi
kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana laiknya sebuah
undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal
1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang."
14) Asas Kepribadian atau Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang
akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan
perseorangan. Hal tersebut dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340
KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, "Pada umumnya seseorang
tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."
Sedangkan pasal 1340 KUHPerdata berbunyi, "Perjanjian hanya berlaku antara

n47

para pihak yang membuatnya. Namun, ketentuan tersebut terdapat

** Mohammad Daud Ali (1990). Asas-asas Hukum Islam ..., him. 115.
*” Salim H. S (2006). Hukum Kontrak ..., him. 10.



pengecualin sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUHPerdata yang
berbunyi, "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila
suatu perjanjian yang di buat untuk diri sendiri atau suatu pemebrian kepada
orang lain mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal tersebut
mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk diri
sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang
memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam
perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk
orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang

tersebut berwenang atasnya.
15) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu
hukum yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah
kebebasan orang untuk membuat perjanjian maam apapun dan berisi apa saja
sesuai dengan kepentingan dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum,
sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal-pasal atau aturan-aturan

hukum perj anjian.48
E. Asas-Asas Perjanjian Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan ada lima azas dalam

hukum perjanjian :

1. Azas Kebebasan (Freedom of Contract)

*® Subekti (1979). Hukum Perjanjian, cet. ke-6. PT. Intermasa, him13.



Azas kebebasan dalam hukum perjanjian memandang bahwa setiap pihak bebas
untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, bebas
mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas menentukan isi perjanjian, cara
pelaksanaan, serta syarat-syarat perjanjian, dan bebas menentukan bentuk perjanjian,

apakabh lisan atau tertulis.

Azas tersebut telah ada sejak zaman Yunani dan mengalami perkembangan
pada zaman Pertengahan (Rennaisance) dengan latar belakang paham individualisme
yang memandang bahwa setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dia
kehendaki. Pelopor paham ini adalah Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke,

dan J.J. Rousseau.

Pasal 1338 ayat (1) KUHP memuat ketentuan mengenai azas kebebasan bahwa:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya.”

2. Azas Konsensualisme (Concensualism)

Azas ini memandang bahwa sebuah perjanjian disebut sah apabila ada
kesepakatan, yakni persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh
kedua belah pihak. Azas ini termaktub dalam pasal 1320 ayat (1) KUHP, berkaitan

dengan bentuk perjanjian.

Azas ini lahir dari hukum Romawi dan Jerman. Hukum Romawi mengenal
azas contractus verbis literis dan contractus innominat, sebuah perjanjian dianggap

terjadi apabila memenuhi suatu bentuk yang ditetapkan.

Sementara hukum Jerman, mengenal istilah perjanjian riil dan perjanjian formal.

Disebut perjanjian riil apabila perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan secara



kontan dan disebut perjanjian formal apabila perjanjian tersebut dalam bentuk

tertulis.

3. Azas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum
berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus
menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Azas

kepastian hukum tersebut termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP.

4. Azas Itikad Baik (Good Faith)

Azas ini memandang bahwa pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua
belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Itikad baik tersebut

dibedakan menjadi dua, yaitu nisbi dan mutlak.

Itikad baik nisbi berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian
secara nyata, sedangkan itikad baik mutlak memandang bahwa penilaian itikad baik
menyangkut ukuran objektif dan tidak memihak berdasarkan norma-norma yang ada.

Azas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP.

5. Azas Kepribadian (Personality)

Azas ini memandang bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian
berdasarkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1315
KUHP yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan
atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,” dan ditegaskan dalam pasal 1340:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”



Dengan demikian, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak.
Kecuali, ada kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 1317 KUHP: “Dapat
pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang
dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu

syarat semacam itu.”
F. Berakhirnya Suatu Perjanjian
1. Berakhirnya Suatu Perjanjian Menurut Hukum Islam
Para ulama menyatakan suatu perjanjian atau akad apabila;

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebt memiliki

tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila sifatnya tidak mengikat

c. Dalam akad yang bersifat mengikat dapat berakhir apabila terjadi unsur fasar
seperti penipuan ataupun syarat-syarat tidak terpenuhi, belakunya khiyar,

akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.*
G. Konsekuensi Terjadinya Wanprestasi
1. Menurut Hukum Islam

Di dalam bab 1, sudah dijelaskan mengenai perjanjian yang tertulis

dalam Q.S An-Nahl: 91
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* Nasrun Harun, Figh Muamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),108-109



Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji
dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang
kamu perbuat.

Dari penjelasan ayat di atas perjanjian itu harus ditepati. Apabila
dalam konteks ini perjanjian tidak ditepati maka disebut dengan wanprestasi.
Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban
prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana semestinya atau

menurut selayaknya.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa
wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam
perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang

timbul karena Undang-Undang.*

Jika suatu perjanjian terdapat wanprestasi, maka dalam hukum Islam
mengenal adanya ganti rugi atau dikenal dengan istilah dhaman. Dalam
menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau
kerugian pada subyeknya. Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa
dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan dharar
adabi termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik
kualitas maupun kuantitas sepadan dengan dharar yang diderita pihak korban,
walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan

sesuai dengan kondisi pelaku.”’

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung: 1982, him.20.
>t Asmuni A. Rahmad, llmu Figh 3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam, 2007), 120.



Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep

ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. Daman akad (daman al’akd), yaitu tanggung jawab perdata untuk

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.

2. Daman udwan (daman al’udwan), yaitu tanggung jawab perdata
untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan
merugikan (al-fi’l adh-dharr) atau dalam istilah hukum perdata

indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.”

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan
yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh
Asmuni Mth. dalam tulisannya bahwa definisi dhaman akan mencakup
maknamakna sebagai berikut: Obyek wajib dhaman terletak pada zimmah
(perjanjian). Kewajiban dhaman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau
dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang
dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan mutasabbib(penyebab kerugian) ke
pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang
bersifat moral atau keagamaan, syari’ hanya mendorong untuk memenuhinya
tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan khitab al-targibyang
meliputi makruhat dan mandubat. Zimmah menurut bahasa adalah al-
‘ahdu(perjanjian). Menurut tradisi fuqaha’ zimmah adalah suatu sifat yang

menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau

>% http://gudang-science.blogspot.com/2013/06/wanprestasi-menurut-hukum-perdata-dan.html, diakses pada
tanggal 06 Juli 2018, jam 11.15 WIB, di Warung Kopi Black Opal
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melakukan kewajiban.Ahlu zimmah adalah mereka yang melakukan perjanjian di

mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban yaitu;

1. Kewajiban atas dasar dhaman berbeda dengan kewajiban atas dasar
‘uqubah, baik pada karakter maupun tujuannya. Dhaman ditetapkan untuk
melindungi hak-hak individu. Sedangkan ‘uqubah ditetapkan karena adanya
unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada dhaman
bertujuan untuk mengganti atau menutupi (al-jabru) kerugian pada korban.
Sementara ‘uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan
tidak melakukan perbuatan itu lagi (al- zajru). Jadi tujuan yang berorientasi pada
aljabru disebut dhaman. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada al-zajru

disebut ‘uqubah.

2. Sebab-sebab dhaman adalah adanya unsur ta’addi, yaitu melakukan
perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum.
Ta’addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya
harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang (al-muda)’ tidak memelihara
barang sebagaimana mestinya, seorang al-ajir (buruh upahan, orang sewaan)
dangan al-musta’jir (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang
mereka sepakati. Ta’addi juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah
(mukhalafatu ahkam syari’ah) seperti pada kasus perusakan barang( al-itlaf),
perampasan (al-gasb), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara

sengaja (al-ihmal).

3. Ta’addi yang mewajibkan dhaman benar-benar menimbulkan darar
(kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada dhaman, karena

secara faktual tidak adadarar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika



seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak
menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan dhaman. Namun demikian,
terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan dhaman seperti al-gasbu
(perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan harus mengganti
manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak
difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada
kasus-kasus perampasan. Kerugian atau darar juga akan dialami oleh orang-
orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan
secara ilegal menurut fuqaha’ Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah
bahwa al-dharar syarthun liwujubi dhaman (kerugian adalah syarat terhadap
keharusan ganti rugi). 4. Antara ta’addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian)
harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, darar dapat dinisbatkan kepada
pelaku pelanggaran secara langsung. Jika darar dinisbatkan kepada sebab-sebab
lain, bukan perbuatan pelaku (muta’addi)sendiri, maka dhaman tidak dapat
diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat
perbuatan orang lain. 5. Darar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman
hadis Nabi: laa dharara wa laa dhirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan
merugikan orang lain). Tingkat darardiukur berdasarkan urf (kebiasaan) yang
berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul:yajibu hamlu al-lafzi ‘ala ma’nahu
al-muhaddad fi assyar’i in wujida, wa illa wajaba hamluhu ‘ala ma’nahu al-‘urfi
(suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara’
jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif
berdasarkan ‘urf). Karena syari’ tidak menetapkan makna darar,sehingga
ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada ‘urf. Dengan

demikian, darar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta



benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras
dengan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat. 6. Kualitas dan kuantitas
dhaman harus seimbang dengan darar. Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman,
yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan
membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada
dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional. Ganti rugi (za’wid)
hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian
melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan
kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (fa’wid) adalah sesuai dengan nilai
kerugian riil (real loss) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan
kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang
yang hilang (opportunity loss atau al-fursah al-dha’iah). Ganti rugi (ta’wid)
hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang

(dain) seperti salam, istisna’,murabahah, dan ijarah.”

Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan
prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan
tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya. Firman Allah

SWT :

J1sl
#3257 0]

~ o

PEECIETENTE N Eo N RSP JESNIE
) J}i.lll“

Artinya: “...dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan”.**

33 http://repository.unpas.ac.id/33120/2/H.%20BAB%203.pdf , diakses pada tanggal 06 Juli 2018, jam 11.33
WIB di Warung Kopi Blak Opal
> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, 70.
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Ayat yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Islam
menekankan kepada keharmonisan pergaulan antar sesama manusia untuk saling
mengambil manfaat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang memberikan

kemadlaratan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Konsep ganti rugi dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT

dalam Q.S Al-Isra': 36

;s 2
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yang artinya "Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu
ketahui. Karena pendengaran, pengelihatan, dan hati nurani semua itu akan
dimintai pertanggung jawaban.’’Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala

sesuatu yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggung jawaban oleh
Allah SWT.

2. Menurut Hukum Positif

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.’® Adapun konsekuensi
dari adanya wanprestasi, dijelaskan dalam KUH Perdata Bab kesatu bagian
keempat Pasal 1243-1252.°" Ganti rugi karena wanprestasi menurut pasal
tersebut meliputi penggantian biaya -konsten-, rugi -schade-, dan bunga -
interesten-.Biaya -konsten- adalah segala pengeluaran atau pengongkosan
yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi -schade- adalah
kehilangan barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur, kerugian di

sini adalah sungguh-sungguh diderita.

> Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Jabal), 285.

*® Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Yogyakarta: FH Ull Press,
2013), 227

> Kitab Undang-Undang Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 324-326.



Adapun komponen kerugian yang dapat diberikan bersadarkan pasal

1246 KUH Perdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang dikeluarkan atau cost, misalnya

ongkos cetak, biaya meterai, dan baiya iklan.

2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan

kreditur akibat kelalaian debitur.

3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, karena debitur lalai,

kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Dalam ganti rugi harus terdapat 3 (tiga) unsur di atas. Minimal
ganti rugi adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh

kreditur.



BAB Il
PENERAPAN PERJANJIAN IKLAN DI RADIO SUARA AKBAR SURABAYA
A. Gambaran Umum Radio SAS FM
1. Sejarah Radio SAS FM

Radio SAS FM atau Suara Akbar Surabaya adalah salah satu radio dakwah
berbasis agama yang ada di Kota Surabaya. Studio Radio SAS FM terletak di
kompleks lantai dasar Masjid Nasional Al- Akbar, Jalan Masjid Al- Akbar Timur No.
1 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Radio SAS FM ada
sebab diinisiasi oleh beberapa orang yang turut serta dalam pembangunan Masjid
Nasional Al Akbar Surabaya di tahun 2000. Orang-orang tersebut adalah, Bapak
Jaelani dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Tedjo selaku Arsitek Masjid
Nasional Al Akbar Surabaya, Bapak Syakib sekalu penggiat pendidikan, dan Bapak

Edy selaku kontraktor dalam pembangunan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

Sebab pada saat itu di Kota Surabaya belum ada radio dakwah yang
berfrekuensi FM, akhirnya beliau ini berinisitif membuat stasiun radio. Dengan izin
dari pihak Masjid Nasional Al Akbar, radio SAS FM dibangun dengan studio yang

berada di lantai dasar Masjid Nasional Al Akbar.*

Sejak awal pendiriannya Radio SAS FM secara menajeman terpisah dengan
manajeman Masjid Nasional Al Akbar. Radio SAS FM berada dibawah naungan PT.
Radio Media As- Salam Surabaya didirikan oleh Akte Notaris H. Noor Alamsjah, SH.
Nomer 2 pada tanggal 14 Desember 2007 dan mengalami perubahan Nomer 14 pada

Februari 2008 Oleh notaris yang sama. Kantor PT. Radio Media As- Salam beralamat

! Wawancara dengan Alik Al Adhim Manager Program SAS FM, pada 17 Oktober 2017



di Jalan Raya Margorejo Indah No A-509 Surabaya dan bertujuan untuk membangun
usaha dibidang Radio Swasta yaitu dengan nama Suara Akbar Surabaya (SAS) FM.
Untuk pelaksanaanya PT. Radio Media As- Salam berkerja sama denga Masjid
Nasional Al-Akbar Surabaya yang beralamat di Jalan Masjid Al- Akbar Timur No. 1

Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya.

SAS FM diresmikan pada Tanggal 17 Agustus 2008, sama dengan tanggal
lahir Masjid Nasional AlAkbar juga pada Tanggal 17 Agustus tahun 2000.°Nama
“Suara Akbar” sendiri diambil dari nama Masjid Nasional AlAkbar Surabaya, karena
disitulah Radio SAS FM berada. Radio SAS FM memiliki tagline “Sejuk Bermakna”,
dengan misi program “Bermanfaat, Menghibur, dan Syari” menjadikan Radio SAS
FM sebagai radio dakwah yang memberikan manfaat cukup besar bagi warga
Surabaya dan sekitarnya. Tidak cukup bermanfaat saja, tapi Radio SAS FM hadir
sebagai media yang memberikan hiburan bagi para pendengar setianya.® Selain itu,
sebagai radio dakwah Radio SAS FM tetap membingkai semua program siarannya
dalam koridor nilai kelslaman, dalam kata lain tetap Syari. Bahkan, dengan hadirnya
inovasi dari Radio SAS FM yaitu adanya radio dan video streaming, mampu
memperluas jangkauan siar radio tersebut dan semakin banyak pula masyarakat yang

merasakan manfaatnya.

Sebagai stasiun Radio yang menggunakan frekuensi milik publik di 107,5
MHz, Radio SAS FM tidak hanya menyajikan program-program religi atau dakwah
saja. Melainkan juga menghadirkan program-program motivasi, konsultasi yang

bersifat umum, namun tetap mengutamakan nilai-nilai ke-Islaman.”

% Wawancara dengan Alik Al Adhim Manager Program SAS FM, pada 17 Oktober 2017
® Wawancara dengan Alik Al Adhim Manager Program SAS FM, pada 17 Oktober 2017
* Hasil observasi peneliti



2. Profil Radio SAS FM

Nama Badan Hukum

Alamat Kantor

Telepon Kantor

Nama Stasiun Radio

Station Call

Frekuensi

Alamat Studio

Website

Telepon On Air

Fax Studio

E-mail

SMS dan WA

Tagline

Misi Program Radio

Positioning Value

Sapaan Pendengar

: PT. Radio Media Assalam Surabaya

: JI. Raya Margorejo Indah A-509 Surabaya

: (031) 8432505 — 8437998 Fax : (031) 8437342

: Radio Suara Akbar Surabaya

: SAS FM

:107,5 Mhz

: Kompleks Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Jalan

MAS Timur No. 1 Pagesangan, Jambangan, Surabaya

: sasfmsurabaya.net

- (031) 8297299

+ (031) 8297055

: sasfmsurabaya@amail.com

: +6281230006345

: Sejuk Bermakna

: Radio yang bermanfaat, menghibur, dan syar’i

: Make Muslim Grow and Smart

: Sahabat SAS FM


mailto:sasfmsurabaya@gmail.com

Jangkauan Pemancar :Surabaya dan sekitarnya, sebagian wilayah Gresik,

Sidoarjo, Bangkalan.

Format Siaran : Talk, Young Muslim Family, Musik, News
Format Musik :Pop Islam Indonesia, Pop Islami Manca, Pop Motivasi
dan Nasyid®

B. Visi dan Misi Radio SAS FM
1. Visi Radio SAS FM

Visi sangat penting bagi sebuah organisasi sebagai arah strategi dan pedoman
melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi yang baik dapat didefinisikan
tentang apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi setelah organisasi tersebut

mengimplementasikan strateginya dan mencapai hasil yang sepenuhnya.®

Adapun visi dari radio SAS FM adalah sebagai media pengembangan syiar,
pendidikan, ekonomi dan sosial budaya menuju masyarakat yang berakhlag
karimah dengan mengedepankan aspek informasi yang menyejukkan dan memberi

nilai demi perbaikan umat.
2. Misi Radio SAS FM

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit
organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi. Misi
juga bisa merupakan bagian visi yang biasanya mencerminkan norma perilaku

yang menjdi pedoman anggota organisasi. Karena itu, suatu organisasi umumnya

> Profil diambil dari dokumen Radio SAS FM
° Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. (Jakarta: Erlangga,
2005), him 55



hanya memiliki satu visi dengan satu atau beberapa misi untuk mewujudkan visi

tersebut.’

Adapun misi dari radio SAS FM adalah ingin mengembangkan dakwah dan
syiar Islam, ingin mengembangkan pendidikan, ingin mengembangkan sosial

budaya, ingin mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam.®

C. Arti Logo Radio SAS FM

%,
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1) Logi segi delapan melambangkan kubah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

2) Lingkaran yang berbentuk tiga dimensi memiliki arti sebagai media yang
dinamis dan mengikuti perkembangan zaman serta merangkul semua elemen

masyarakat.

3) Warna emas merupakan warna yang eksklusif.

4) Warna hijau merupakan warna favorit Islam dan mewakili warna ormas Islam

Nahdlatul Ulama; ormas terbesar Islam di Indonesia.

7 Ibid, 60
8 Diambil dari dokumen Radio SAS FM



5) Warna biru adalah warna yang mewakili kesejukan, netral, serta mewakili

warna ormas Islam Muhammadiyah; ormas terbesar Islam di Indonesia.
6) 107,5 FM merupakan frekuensi dari radio Suara Akbar Surabaya.’

D. Struktur Managemen Radio SAS FM

1) Komisaris:
a. Komisaris Utama : Ir.H. Mohammad Djaelani, MM
b. Komisaris : H.Rinto Hartono

2) Direksi:

a. Direksi utama atau General Manager : Ir. H. Tedjo Surjono

b. Manajer Pemasaran dan Usaha : Ir.H. R. Eddy Soekamto

c. Manajer Administrasi dan Keuangan : Ir. H. Shakib Abdullah

3) Pengurus Harian:

a. Manajer Program . Alik Al Adhim

b. Administrasi : Mohammad Rokhanidin
c. Produser : Aryn Rossalina
d. Direktur Musik - Alik Al Adhim
e. Penyiar : Aryn Rossalina
Alik Atiga

° Wawancara dengan Alik Al Adhim Manager Program SAS FM, pada 27 Desember 2017



Diana Raharjo
Nikmah Aziz
Hanim Mufidah
Alifia Nisa
f. Teknisi :Mohammad Rokhanidin

Sungkono®®

E. Target Pendengar

1) Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

M Laki-Laki
B Perempuan

% pokumen Profil Radio SAS FM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



2) Kelompok Usia

Jenis Usia

B <15 Tahun

m 15-24 Tahun
1 40-50 Tahun
M 25-40 tahun

F. Penerapan Perjanjian Iklan di Radio SAS FM

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan data dan fakta
terkait dengan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana mekanisme perjanjian iklan
di radio SAS FM Surabaya dengan judul penelitian "ANALISIS HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN IKLAN DI RADIO SUARA
AKBAR SURABAYA", adapun data-data yang dapat peneliti paparkan menurut hasil

observasi dan wawancara adalah sebagi berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



1) Tarif Iklan Radio SAS FM

A PDATE MARET 20

an/PRO »
ADLIBS 60 DETIK 1XSIAR |Rp  250.000,- narasi iklan yang dib k langsung oleh penyiar di script dari klien
narasi iklan(script dari klien) + Musik p iring yang direk dan diputar berkali
LOOSE:SFOT S$ODENK 1 XSIAR 250.000,- kali (jika belum punya dikenai biaya pra produksi dan biaya produksi)
NARAS| ADVERTORIAL 2X 100 2 X SIAR $00.000,- penyampaian materi iklan dengan gaya news yang elegan di bacakan pada
DETIK catatan redaksi pagi dan siang

Sesi dialog live interaktif tanya jawab dengan penyiar dan pendengar mengenai
produk anda

Siaran Ulang Talkshow Anda yang p h di On Airkan di Radio SASFM
untuk pilihan alternatif beriklan di SASFM yang lebih ekonomis

TALK SHOW 60 MENIT 1 X SIAR 2.500.000,-

Re-Run Talkshow 60 MENIT 1 X SIAR 1.250.000,-

ingin talkshow tapi terbatas waktu atau pilih budget yang lebih ekonomis maka

BLOCKING INTERVIEW 15 MENIT 1 X SIAR 750.000,- pillhan ini bisa dicoba

PHONE INTERVIEW 10 MENIT 1 X SIAR . 1.000.000,- Live Phone Interview menyajikan live reportase pada event anda

Sebuah pengingat waktu berupa pesan singkat diiringi musik yang selalu
400.000,- diperhatikan pendengar untuk p da aktifitas yang padat dan hal ini akan
sangat efektif sekali jika disisipi oleh iklan anda.

TIME SIGNAL 60 DETIK 1 X SIAR

Materi iklan anda di tempelkan pada program promo kami lebih ekonomis
daripada loosespot

TAGLINE PROMO
PROGRAM

60 DETIK 1 X SIAR 150.000,-

PROSES REKAM DASAR Pra Produksi 300.000,- Proses Perekaman Dasar materi iklan berupa file .wav tanpa editing apapun

Proses editing menggabungkan audio materi iklan anda dengan musik pengiring
yang cocok
Proses editing spesial untuk menghasilkan iklan dan musik pengiring yang lebih

Editing Basic 400.000,-
BIAYA PRODUKSI

Editing Spesial RP  800.000,- balk
STUDIO 3 SASFM --> Fasilitas = Ruang AC, karpet lembut bisa untuk duduk
RP  500.000,- lesehan, Luas 8,5 X é meter, daya tampung kurang lebih 30 orang, BASIC
SOUND . tidak ada kursi dan proyektor

fasilitas dukungan tambahan menyebarkan iklan anda di jaringan follower

MEDSOS 1 HARI 1 x posting RP 10.000,- MEDSOS kami secara resmi

pemajangan banner materi iklan anda pada website kami di sasf baya.net

BANNER WEB 1 BULAN 1 x posting RP 350.000,- P
dan syarat

» RADIO SAS FM 107,5 MHz SEJUK BERMAKNA TELP. 031-829 - 7299 SMS & WHATSAPP 0812 - 3000 - 6345

2) Daftar Pengiklan di radio SAS FM

a) Yayasan Dana Sosial Al Falah
b) Universitas Nahdlatul Ulama
c) Elzatta
d) Atlas
3) Mekanisme Perjanjian Iklan di Radio SAS FM

Mekanisme perjanjian iklan di radio SAS FM, yang pertama bisa melalui
telephone dengan menanyakan bagaimana prosedure client untuk memasang iklan di
radio SAS FM, menanyakan harga iklan, dan waktu penayangan. Namun, dalam

konteks ini jarang sekali ditemukan kesepakatan. Kedua, dengan cara bertatap muka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



client dapat bertemu di kantor atau tempat kerja atau sesuai kesepakatan, serta dapat

hadir langsung ke studio SAS FM.

Dalam pertemuan antara client dan pihak SAS FM, yang pertama Kali
dilakukan adalah ta'aruf yakni perkenalan antara pihak radio dan pihak pengiklan.
Dalam proses ta'aruf ini, pihak radio memaparkan soal prosedure iklan, berupa
larangan memasang iklan yang terdapat unsur dari ormas Hisbutz Tahrir Indonesia
atau HTI, selanjutnya memberikan daftar list harga iklan yang sudah dipatok oleh
pihak SAS FM, setelah itu membicarakan soal potongan harga apabila pengiklan atau

client masih mempunyai hubungan darah atau saudara dengan pihak radio SAS FM.

Setelah ada kesepakatan harga antara client dan pihak SAS FM,
pembicaraan selanjutnya adalah mengenai teknis iklan yang akan ditayangkan.
Adapun teknis iklan yang berada di SAS FM adalah melalui talkshow interaktif live
maupun recorded atau rekaman, melalui spot yaitu hasil dari kreatifitas team produksi
mulai dari isi hingga backsound music yang dipakai, yang terakhir adalah adlibs yaitu

sebuah pesan beisi iklan yang disepakati yang dibacakan penyiar saat on-air.

Tahap yang terakhir dari proses kesepakatan iklan adalah media order,
yaitu memperjelas mulai dari harga, jenis iklan dan masuk pada kesepakatan yang
benar-benar sepakat untuk ditayangkan yaitu mengenai pembuatan MoU yang
mencantumkan nama perusahaan kedua belah pihak, wakti iklan tayang, serta

kesepakatan pembayaran baik berupa transfer via rekening atau cash di tempat.**

Dari pemaparan di atas, sudah jelas mengenai mekanisme iklan yang ada
di radio SAS FM. Adapun hal yang ingin penulis perdalam adalah mengenai adanya

wanprestasi di dalam perjanjian iklan tersebut. Dalam kasus yang terjadi saat ini

"' Hasil wawancara dengan team produksi; Alik Al Adhim pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 jam 18:17 WIB.



adalah ketidak sesuaian penayangan iklan antara perjanjian dengan realita. Misal saja,
pengiklan dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF, yang bersepakat untuk
menayangkan iklan di SAS FM dengan perjanjian penayangan pada saat time signal
yang ada di SAS FM, misal saja saat ini menunjukan jam 13.00 WIB, maka di jam
tersebut wajib diputar iklan YDSF, begitu pula seterusnya. Namun, dalam realita,
kerap kali tidak diputar sebab kelalaian penyiar yang tidak memperhatikan waktu,

listrik padam, dan pemancar rusak.

Iklan selanjutnya yaitu tentang Universitas Nahdlatul Ulama atau UNUSA,
yang memita penayangan iklan pada waktu-waktu tertentu, namun yang terjadi di
lapangan, saat jam tayang iklan UNUSA, radio SAS FM sedang tidak on-air yang
disebabkan adanya pemadaman listrik dan juga kerusakan pemancar. Hal tersebut
yang ingin penulis dalami pada bab selanjutnya, mengenai adanya wanprestasi dalam

perjanjian iklan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang diuraikan

sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan:

1.  Mekanisme perjanjian iklan di radio SAS FM Surabaya dengan

pengiklan yakni Yayasan Dana Sosial Al Falah atau YDSF secara prosedur tidak ada

masalah, namun secara praktik terdapat adanya wanprestasi atau ingkar janji yang

dilakukan oleh radio SAS FM dengan sebab adanya kelalaian penyiar untuk

memanagemen waktu sehingga iklan tersebut tidak dapat diputar sebagaimana

kesepakatan yakni tepat pada time signal radio SAS FM Surabaya, selain itu adanya

pemadaman listrik yang tidak menentu, serta terjadi rusaknya pemancar pada waktu

yang tidak bisa diduga.

2. Perjanjian Iklan radio SAS FM Surabaya menurut hukum Islam

terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan menyebabkan kerugian pada salah

satu pihak yaitu pihak pengiklan YDSF yang mana tidak diputarnya iklan tepat pada

time signal. Adapun menurut hukum positif juga menimbulkan kerugian kepada

pihak yang melangsung iklan, sehingga pihak pengiklan dapat menuntut yang

namanya ganti rugi baik berupa materi ataupun kerugian biaya.



B. SARAN

Sebaiknya perjan jian iklan dibuat secara detail dengan mencantumkan
kemungkinan-kemungkinan iklan tidak bisa diputar disertai dengan sebab yang

sering terjadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Hendaknya pengiklan juga menanyakan kejelasan perjanjian iklan yang
dibuat oleh radio SAS FM Surabaya, supaya tidak ada unsur gharar atau ketidak

jelasan dalam perjanjian.

Hendaknya sebagai penerima jasa pengiklan pihak radio berusaha dengan
sungguh-sungguh menepati segala janji yang ada di dalam Mou dengan pengiklan,
sehingga tercipta perjanjian yang utuh sesuai syariat dan terhindar dari unsur yang

haram.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN IKLAN

DI RADIO SUARA AKBAR SURABAYA -SAS-FM

A. Pelaksanaan Perjanjian Iklan di Radio Suara Akbar Surabaya

Di dalam agama Islam, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sudah di atur
dalam Al-Qur'an, khususnya mengenai perjanjian. Di dalam bab sebelumnya, perjanjian
sudah dijelaskan bahwa perjanjian sering disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata
al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad atau perjanjian
atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan
nilai-nilai syariah yang mana seseorang yang tidak diperbolehkan mengingkari janjinya dan

diperintahkan untuk menepati janji.

Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai mekanisme perjanjian iklan
yang ada di radio SAS FM, yaitu antara pihak pengiklan atau client adalah YDSF dan
UNUSA kemudian pihak penerima jasa iklan adalah radio SAS FM. Perjanjian mulanya
sesuai dengan prosedure yang ada yaitu kesepakatan di awal mengenai jenis iklan, waktu

penayangan serta pembayarannya.

Di kemudian waktu dari kesepakatan awal yang ada antara client dan SAS FM ini
ada yang namanya wanprestasi, yaitu tidak konsistennya SAS FM dalam penayangan iklan
yang disebabkan adanya kelalaian penyiar dan juga sebab lain seperti pemadaman listrik

serta rusaknya pemancar.



B. Analisi Hukum Islam Terhadap Perjanjian Iklan di Radio SAS FM

Hukum Islam adalah suatu norma yang diperuntukan untuk semua elemen di muka
bumi ini khususnya manusia. Adapun perubahan suatu hukum dikarenakan adanya ijtihad
para ulama kontemporer berdasarkan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman yang kian

menimbulkan pengkajian secara mendalam.

Dalam pembahasan kali ini, penulis ingin mendalami hukum Islam yang berkaitan
dengan perjanjian. Pada bab sebelumnya dijelaskan adanya wanprestasi berupa tidak

sesuainya jam tayang iklan dengan kesepakatan Mou.

Perjanjian dalam hukum Islam sering disebut dengan akad yaitu suatu kesepatakan
transaksi yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam akad juga terdapat yang
namanya ijab gabul sesuai dengan kehendak syariat yang nantinya akan berpengaruh pada
objek perikatan. Dalam hal ini, pihak radio SAS FM dan juga client telah melakukan

sebuah perjanjian, yaitu perjanjian penayangan iklan YDSF dan UNUSA.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad mencakup: '

a. Perjanjian atau A/-Ahd. dalam hal ini pihak SAS FM melakukan perjanjian iklan

yang dibuktikan dengan adanya MoU dengan para pengiklan atau client.

b. Persetujuan dua orang atau lebih; telah disetujuan antara pihak SAS FM dan juga
pengiklan atau client mengenai penayangan iklan baik berupa jenis iklan, waktu, dan

pembayarannya.

c. Perikatan atau A/-Aqd, perikatan ini ada sebab perjanjian yang ditimbulkan antara

pihak SAS FM dan pengiklan atau client.

! Qomarul huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011),26.



Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam buku yang berjudul Figh Muamalat?
setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan
secara wajib atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, maka
maksudnya adalah iltizam atau mengharuskan untuk menunaikan janjia yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Berari dalam hal ini, kedua belah pihak adalah Radio
SAS FM dan juga client yang diharuskan untuk saling memenuhi kesepakatan yang ada.
Namun, dalam realita ada beberapa kesepakatan yang tidak dipenuhi yaitu tidak
konsistennya penayangan iklan dalam waktu yang telah disepakati sehingga ada

kemungkinan pihak client yang dirugikan.
Adapun yang menjadi sumber i/tizam adalah:’

a. Akad yaitu kehendak dua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan, dalam hal ini
telah dilakukan pengiklan atau client yang dengan suka rela memilih SAS FM sebagai

media partner dalam penayangan iklan.

b. Kehendak sepihak, keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini pihak
client menginginkan secara sepihak untuk menentukan penayangan jenis iklan yang

akan ditayangkan di radio SAS FM.

c. Perbuatan yang bermnfaat, sperti menolong orang yang membutuhkan pertolongan,
adapun dalam kasus ini radio SAS FM memberikan jasa atau menolong pengiklan

untuk mempromosikan melalui udara mengenai hal yang perlu dipromosikan.

d. Perbuatan yang merugikan seperti ketika merusak milik orang lain, yang merusak wajib

mengganti, dalam kasus ini pihak yang dirugikan adalah client dengan tidak

%> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 16.
* Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 82



ditayangkan iklan sebagaimana kesepakatan, jadi pihak SAS FM diwajibkan untuk

mengganti jam tayang di luar kesepakatan yang sudah ada.
Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

G &gl &) aoA sl el Jas g &l B G ) ) e &1 sl & 5l 1850050 gal gl
2

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bgimu
binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji,
sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hkum menurut yang dikehendaki-
Nya."

Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk menusia supaya memenuhi akad-akad
yang telah dibuat. Dalam hal ini, telah diperjelas bahwa apabila seorang atau lebih
telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, diharuskan untuk memenuhi
segala isi dalam perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, kedua belah pihak yaitu radio
SAS FM dan pengiklan diharuskan untuk memenuhi segala perjanjian yang telah
disepakati. Namun, dalam realita masih tidak terpenuhinya janji-janji yang telah

dibuat.
Adapun syarat perjanjian dalam hukum Islam, yaitu:
a. Syarat Terbentuknya Akad (Syuruth Al-In'igad)

Syarat terjadinya sebuah akad dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat umum dan
syarat khusus.Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada
setiap akad, seperti; orang yang berakad, objek akad mencakup adanya manfaat dan
tidak dilarang oleh syara'. Dalam kasus ini, telah mencakup syarat terbentuknya

akad, yaitu adanya orang berakad adalah pihak radio SAS FM dan client, manfaat



adanya akad adalah kerjasama dalam bentuk perjanjian penayangan iklan, serta tidak

dilarang dalam syariat.

Yang dimaksud dengan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada
pada bagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat adanya
transaksi berupa penyerahan barang atau objek akad. Dalam kasus ini, juga telah ada

transaksi berupa penyerahan objek akad.

b. Syarat Keabsahan Akad (Syuruth Ash-Shihah)

Dikutip dari Prof.Dr. Fathurrahman Djamil, menurut ulama' Hanafi, syarat

sahnya akad adalah apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:4

Al-jahalah adalah tidak adanya kejelasan harga, jenis, dan spesifikasi, serta waktu

pembayaran.

Al-ikrah yaitu keterpaksaan
Attauqit yaitu pembatasan waktu
Al-ghararyaitu unsur ketidak jelasan

Al-syarthu Al-fasid yaitu adanya syarat yang rusak

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (Syuruthan Natadz)

Syarat yang dimaksud di sini adalah berlangsungnya akad tergantung pada izin

orang lain dengan memberlakukan syarat:

1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad,

baik secara langsung maupun diwakilkan.

* Ibid, 53




2) Adanya hak orang lain di dalam barang atau jasa.
d. Syarat mengikatnya akad (Syuruth Al-Luzum)

Dalam syarat ini, apabila terjadi akad baru maka mempunyai kekuatan yang
mengikat dan terbebas dari Hak Khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah dilakukan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4

(empat), yaitu:’
1. Para pihak yang membuat akad (Al-Aqidam)
2. Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul Al-Aqd)
3. Objek akad (Mahalul Al-Aqd)
4. Tujuan akad (Maudhu' Al-Aqd)
C. Analisis Hukum Positif Terhadap Perjanjian Iklan di Radio SAS FM

Perjanjian berasal dari bahasa inggris yaitu contracs, sedangkan dalam bahasa
belanda disebut dengan overeenkomst. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk
suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan tersebut merupakan
kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan
transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pembelian kredit, asuransi,
pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut

tenaga kerja.6

> Syamsul anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007),hal, 95.
® Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1980), 93.



Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut
terminology adalah suatu perbuatan dimana seseorng mengikatkan dirinya kepala
seseorang ataupun beberapa orang lain.” Adapun menurut Abdulkadir Muhammad,
perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan

diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.8

Dari pemaparan di atas, dijelaskan mengenai perjanjian yaitu suatu perbuatan
dimana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, berarti dalam kasus ini
kedua belah pihak yaitu SAS FM dan client telah mengikatkan diri dalam suatu

kesepakatan yaitu penayangan iklan.
Adapun syarat perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Adanya kesepakatam antara mereka yang mengikatkan diri, dalam hal ini yang

mengikatkan diri adalah pihak radio SAS FM dan pihak client.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan. Maksudnya adalah dari segi umur telah
memenuhi syarat, yaitu lebih dari 21 tahun, dalam hal ini kedua belah pihak telah

dinyatakan cakap.
c. Adanya suatu sebab, yaitu telah ada kesepakatan dalam penayangan iklan.

d. Adanya sebab yang dihalalkan, yaitu tidak melanggar ketentuan hukum yang

berlaku.

Dari pemaparan di atas sudah jelas mengenai syarat yang harus ada di dalam
perjanjian serta harus dipenuhi dengan kedua belah pihak. Apabila syarat-syarat di

atas tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka yang terjadi adalah batal demi

7 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:Kencana, 2008), hal, 221.
& Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990),hal. 78.



hukum menurut pasal 1320 KUH Perdata. Apabila salah satu diantara orang yng
mengikat dirinya dalam perjanjian tidak memenuhi isi di dalam perjanjian tersebut

maka bisa dikatakan telah melakukan wasprestasi atau ingkar janji.

Dalam kasus ini, Mou antara radio SAS FM dan juga pihak yang beriklan
yaitu YDSF adalah diputarnya iklan YDSF pada setiap time signal misal pukul
13.00, 14.00, 15.00, dsb, namun pihak SAS FM kerap kali tidak tepat waktu untuk
memutar iklan tersebut, yang disebabkan adanya kelalaian penyiar dalam

memanagement waktu, pemadaman listrik, rusaknya pemancar dan lain sebagainya.

Jika dianalisa melalui hukum Positif, dampak dari adanya wanprestasi, pihak
radio SAS FM harus melakukan yang namanya ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa

penggantian biaya, penggantian kerugian, ataupun bunga.
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